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Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah 
kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan biasanya dilakukan oleh 
kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kepolisian 
yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai 
perumusan tindak pidana, karena kekurang pahaman dalam memaknai suatu 
rumusan tindak pidana tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya 
hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya. Menggunakan metode yuridis 
empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah 
penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. 
Untuk membuktikan terkait dengan dugaan Tersangka adalah dari aspek olah 
TKP, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan unsur-unsur pasal. Aspek-aspek 
tersebut disesuaikan. Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam memproses 
kecelakaan lalu lintas adalah berhubungan dengan saksi dan tersangka. 
Kata kunci: Aparat Penegak Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kealpaan 
 
ABSTRACT 
Nowadays the case that often experience pro and contra in legal field is the case 
that related to negligence. Negligence is usually done by most community such as 
traffic accident. Police on duty in determining status of suspect must understand 
regarding the formulation of a criminal offense, due to lack of interpretating 
formulation of a criminal offense will certainly affect on indicate if there are a 
relation series of actions with consequences. Using empirical juridical methods, a 
procedure that used to solving research problem with researching secondary data 
then proceeding to conduct research on primary data in the field. To attest the 
alleged suspect is from the crime scene, listening to the testimony of witnesses 
and the elements of article. These aspects are customizable. Barriers to law 
enforcement authorities in processing the traffic accidents are the relationship to 
the witnesses and suspects. 
Keywords: Law Enforcment, Traffic Accident, Negligence 




Kecelakaan lalu lintas dijalan raya menyebabkan kematian sekitar 
1,25 juta manusia setiap tahun di seluruh dunia. Demikian laporan yang dirilis 
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Oganitation/WHO). Kasus 
kecelakaan lalu lintas jalan yang mematikan yang terjadi di Indonesia sendiri 
dan dilaporkan pada tahun 2013 mencapai 26.416, namun estimasi WHO 
mencapai 38.279. Korban kecelakaan terbesar pada pengendara sepeda motor 
dan kendaraan roda tiga, yaitu 36 persen, pengemudi dan penumpang bus 
mencapai 35 persen, dan pejalan kaki mencapai 21 persen. Sedangkan jumlah 
kendaraan di Indonesia mencapai  104 juta lebih untuk semua jenis.1 
Ironisnya tidak semua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut murni 
bersalah tetapi tetap saja dijadikan sebagai tersangka.  
Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus 
paham mengenai perumusan tindak pidana. Karena kekurang pahaman dalam 
memaknai suatu rumusan tindak pidana tentu akan berpengaruh dalam 
menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, 
dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta yang tercantum dalam 
BAP berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan tersebut benar 
adanya, ini jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, 
karena pada saat aparat melaksanakan penegakan hukum atau bertugas 
                                                          
1 Satuharapan.com, Selasa 20 Oktober 2015: WHO: Tiap Tahun 1,25 juta Manusia Mati di Jalan 
raya, dalam http://www.satuharapan.com/read-detail/read/who-tiap-tahun-1,25-juta-manusia-mati-
di-jalan-raya, diunduh 20 Januari 2016, pukul 20.30 WIB. 
   
3 
 
melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi 
pelanggaran hukum yang dilakukan petugas (aparat penegak hukum).2 
Setelah memaparkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa 
permasalahan yang perlu dikemukakan yakni; Bagaimana pertimbangan 
kepolisian dan kejaksaan dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan; Bagaimana 
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara 
tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena 
kealpaan; serta Apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam 
memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya 
seseorang karena kealpaan. 
Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui 
pertimbangan aparat penegak hukum dalam memproses perkara kecelakaan 
lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan, serta 
untuk mengetahui hambatan aparat penegak hukum dalam memproses 
perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena 
kealpaan. 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni dapat 
memberikan pemahaman tentang pertimbangan aparat penegak hukum dalam 
memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya 
seseorang karena kealpaan dan memberikan pemahaman tentang hambatan 
                                                          
2 Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, hal. 254. 
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aparat penegak hukum dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan. 
Untuk jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 
deskrptif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 3 Metode 
pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris 
yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah 
penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-
lapangan.4 Metode analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif yang 
bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik 
objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
Mengakibatkan Matinya Seseorang Di Kabupaten Klaten 
Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Klaten 











BAC BAS Lapju Lidik 
2013 857 13 7 736 - - 101 - 
2014 896 43 23 - 567 224 - 39 
2015 751 11 17 - - 683 - 40 
Dari data tabel di atas jumlah perkara kecelakaan lalu lintas di 
Satlantas Polres Klaten selama 3 tahun terakhir yang paling tinggi adalah 
                                                          
3 Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 
Pers, hal. 25. 
4 Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 53. 
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pada tahun 2014 yaitu sebanyak 896 kejadian, sedangkan yang paling rendah 
tingkat kecelakaannya adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 751 kejadian. 
Pada tahun 2014 dengan jumlah kecelakaan yang tinggi, penyelesaian perkara 
yang P21 juga paling tinggi yaitu sebanyak 43 perkara dan yang paling 
rendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 11 perkara sesuai dengan 
jumlah kejadiaannya yang paling rendah. Sama halnya dengan perkara yang 
di SP3, bahwa jumlah perkara yang paling tinggi di SP3 oleh Penyidik adalah 
pada tahun 2014 sebanyak 23 perkara, sedangkan yang paling rendah justru 
terdapat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 7 perkara dengan jumlah 
kejaidannya sebanyak 857 kejadian. Pada tahun 2013 Satlantas Polres Klaten 
masih menggunakan istilah ADR (alternative dispute resolution) atau jalan 
musyawarah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 
2014 dan 2015 Satlantas Polres Klaten tidak menghilangkan istilah ADR, 
namun memasukkannya dalam istilah BAC (berita acara cepat) dan BAS 
(berita acara singkat).  
Pertimbangan Kepolisian 
Perkara Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Klaten 
Nomor 
Putusan 
Nomor: 11 / 
Pid.Sus / 2014 / 
P.Kln 
Nomor: 39 / 
Pid.Sus / 2014 / 
PN.Kln. 
Nomor: 59 / Pid. 
Sus /2014/ PN.Kln 
Terdakwa Sariono Siswoyo 





Apabila dilihat dari Perkara Nomor: 59 / Pid. Sus /2014/ PN.Kln  
dan Perkara Nomor: 39 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln. sesuai dengan proses 
penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dan dari teori yang ada untuk 
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membuktikan kealpaan seseorang adalah dengan melihat apakah seseorang 
itu telah menggunakan prinsip kehati-hatian atau tidak, melihat bagaimana 
orang pada umumnya melakukan tindakan apabila dalam kondisi seperti yang 
dialami oleh pelaku dan apakah seseorang itu sudah melakukan tindakan yang 
seharusnya dilakukan atau belum.5 
Apabila kita melihat melalui unsur-unsur kealpaan6 bahwa Terdakwa 
dalam perkara nomor 59 dan perkara nomor 39 disini sudah mengendari 
kendaraannya dengan benar dan kemungkinan besar tidak ada akibat yang 
timbul dari dia berkendara karena sudah dalam posisi yang benar. Hal ini juga 
sudah menghindarkan diri dari sifat melawan hukum serta Terdakwa tidak 
dapat dipersalahkan atas apa yang dilakukan. Melihat dari sini bahwa unsur-
unsur kealpaan sudah tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan justru dipenuhi oleh 
korban sebagai syarat adanya pemidanaan.7 Maka dari itu yang dapat di 
persangkakan melakukan tindak pidana adalah korban sendiri. Karena yang 
terbukti menjadi Tersangka adalah korban yang sudah meninggal, Penyidik 
harus mengeluarkan SP3 atau disebut sebagai surat penghentian Penyidikan8. 
Menurut penulis, Penyidik dalam hal ini sebagai pintu awal proses 
                                                          
5 Lihat juga Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori Hukum dan Pembuktian, Jakarta: Erlangga, hal. 96.  
6 Lihat J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: PT Bna 
Aksara, hal. 96. 
    Lihat juga Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 
hal. 67.  
7 Lihat RB Budi Prastowo, Juli 2006, Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum 
Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korporasi, Volume 24 
No.3, http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/viewFile/1157/1124, 9 Februari 2016.  
8 Lihat juga Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Bahwa penghentian 
Penyidikan kecelakaan lau lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi, (a) Tersangka meninggal dunia, (b) Perkara telah melampaui masa kadalaursa 
dan (c) nebis in idem. 
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penanganan perkara juga harus lebih selektif dan teliti lagi untuk menetapkan 
status karena menurut fakta yang ada bahwa ternyata proses penanganan 
kecelakaan lalu lintas di Kepolisian tidak lebih dari 7 hari.9 
Berbeda dengan perkara Nomor: 11 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln., 
meskipun kronologi kasusnya yang terdapat pada fakta-fakta persidangan 
hampir sama dengan perkara nomor 39 dan nomor 59. Tidak ada prinsip 
kehati-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga membahayakan 
pengendara lainnya. 
Penyidik Kepolisian dalam melakukan pembuktian terkait dengan 
dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan dilakukan dengan melihat olah 
TKP. Tidak hanya olah TKP saja Penyidik juga melihat apakah pengendara 
sudah menggunakan prinsip kehati-hatian atau belum. Menurut Edy Prasetyo, 
ukuran hati-hati ini dilihat dari jarak pengendara dengan pengendara lainnya, 
kecepatan yang digunakan oleh pengendara, apakah pengendara sudah 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau belum serta adakah perhatian yang 
dilakukan oleh pengendara terhadap situasi di sekelilingnya.  
Penyidik dalam menentukan seseorang menjadi Tersangka harus di 
dasari dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang dimaksud selain 
melihat dari Sket TKP dan keterangan saksi, Penyidik juga melihat dari 
pemenuhan unsur-unsur Pasal yang dikenakan kepada Tersangka. Menurut 
                                                          
9 Lihat juga Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa batas waktu penyelesaianperkara dihitung mulai 
diterbitkannya surat perintah Penyidikan yang meliputi, (a) 120 hari untuk Penyidikan perkara 
sangat sulit, (b) 90 hari untuk Penyidikan perkara sulit, (c) 60 hari untuk Penyidikan perkara 
sedang dan (d) 30 hari untuk Penyidikan perkara mudah. 
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Edy Prasetyo10 dalam menangani suatu perkara kecelakaan lalu lintas hingga 
mengakibatkan matinya seseorang apabila Penyidik sudah menetapkan 
seseorang menjadi Tersangka tidak langsung dilimpahkan ke Kejaksaan. 
Penyidik masih memberikan kesempatan untuk dilakukan proses 
penyelsesaian perkara di luar Pengadilan dengan jalan musyawarah atau 
mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun musyawarah untuk 
ganti rugi ini wajib diberikan oleh pihak Tersangka dengan tidak 
menggugurkan tuntutan perkara pidana,11 tetapi Penyidik dapat 
mengesampingkan itu dengan dasar asas manfaat. 
Pertimbangan Kejaksaan 
Penulis setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Intelijen 
Kejari Klaten Adnan Sulistiono.12 Bahwa untuk menghindari adanya 
penyimpangan dan/atau sesuatu yang salah dalam proses Penyidikan serta 
untuk mengetahui fakta dari perkara yang ditanganinya, Penuntut Umum 
tidak ada salahnya ikut terjun langsung dalam mengikuti perkembangan 
Penyidikan. Karena sering ditemukan hal-hal yang tipis apakah perkara yang 
terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Meskipun sering dianggap 
                                                          
10 Edy Prasetyo, Kanit Laka Lantas Polres Klaten, Wawancara Pribadi, Jum’at  8 April 2016, 
Pukul 15.15 WIB. 
11 Lihat Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan. Bahwasanya Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan 
angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan 
dan/atau biaya pemakaman dengan tidak mengugurkan tuntutan perkara pidana. 
12 Adnan Sulistiono, Kasi Intelijen Kejari Klaten, Wawancara Pribadi, Jum’at 11 Maret 2016, 
Pukul 09.30 WIB. 
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sebagai hal yang kecil, namun pada hakekatnya dalam proses persidangan 
Hakim akan berpegang pada apa yang diajukan oleh Penuntut Umum. 13 
Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara pidana kecelakaan 
lalu lintas berpegang pada berkas perkara formil dan materiil yang 
dilimpahkan oleh Penyidik. Penuntut Umum melakukan penelitian mengenai 
berkas perkara tersebut dan menyesuaikan satu sama lain guna menentukan 
apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana kealpaan atau bukan. 
Menurut penulis, dalam meneliti unsur kealpaan pada perkara 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang Penuntut 
Umum dituntut harus selektif menentukan apakah Tersangka tersebut benar 
murni memenuhi unsur Pasal yang telah ditetapkan atau tidak pada saat 
mengikuti perkembangan Penyidikan.14 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memproses Perkara 
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang 
Karena Kealpaan 
 
Bahwa dalam Perkara Nomor: 59 / Pid. Sus /2014/ PN.Kln  dan 
Perkara Nomor: 39 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln sesuai dengan fakta persidangan 
Terdakwa tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana kealpaan. Hakim 
dalam memeriksa kedua perkara tersebut tidak dapat membuktikan secara 
rinci alasan-alasan dalam unsur kealpaan. Hakim hanya menyebutkan 
kembali kronologi yang telah di dapat dalam proses persidangan. Seharusnya 
apabila sudah jelas dalam fakta persidangan mengatakan korban yang 
                                                          
13 Lihat D. Schhaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, 2011, Hukum Pidana, Bandung: 
PT Citra Aditya Bakti, hal. 112. 
14 Lihat Wirjono Prodjodikoro, 1985, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung:Sumur 
Bandung, hal 52. 
   
10 
 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kealpaannya, maka Hakim bisa 
membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum15 demi terciptanya 
keadilan dalam penegakan hukum.  
Menurut penulis untuk menyikapi adanya kesalahan dalam memutus 
suatu perkara kecelakaan lalu lintas, Hakim diberi kewenangan menurut 
jabatanya untuk melakukan penelitian ulang16 dalam memeriksa perkara agar 
lebih jelas dan agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Apabila memang 
penelitian ulang tidak dilaksanakan, Hakim sebagai pemimpin sidang sudah 
seharusnya dalam memutus perkara sesuai dengan fakta yang ada 
dipersidangan karena Hakim dianggap lebih paham mengenai penyesuaian 
antara keterangan saksi dan alat bukti.17  
Aspek yang diperhatikan oleh Hakim adalah kronologi yang ada 
dalam surat dakwaan, unsur-unsur Pasal yang diancamkan, keterangan yang 
diberikan oleh saksi dan Terdakwa yang menggambarkan kronologi kejadian 
perkara serta barang bukti yang diajukan ke persidangan. Menurut Wakil 
                                                          
15 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 191 ayat (1), 
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa 
diputus bebas. 
16 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 180 ayat (1) 
Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, 
hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru 
oleh yang berkepentingan, ayat (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau 
penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim 
memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang, ayat (3) Hakim karena jabatannya dapat 
memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (4) 
Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula 
dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. 
17 Lihat Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 118. 
Bahwa dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan saksi, menuntut kewaspadaan 
Hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi dan persesuaian 
keterangan saksi dengan alat bukti. 
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Ketua Pengadilan Negeri Klaten Bongbongan Silaban18 proses persidangan 
Hakim menggunakan pemeriksaan dari segi hukum atau due diligence. 
Prosesnya yaitu dengan cara beban pembuktian diarahkan kepada Penuntut 
Umum apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak, 
disamping Hakim melihat fakta-fakta yang akan diperoleh dalam 
persidangan.  
Hambatan Aparat Penegak Hukum Dalam Memproses Perkara 
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang 
Karena Kealpaan 
 
Menurut Hakim dalam proses penanganan perkara kecelakaan lalu 
lintas yang mengakibatkan matinya seseorang tidak merasa adanya hambatan, 
karena dalam proses persidangan memang sudah sesuai dengan ketentuan 
KUHAP. Hambatan yang dialami Penyidik dalam proses penanganan perkara 
ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan 
atas terjadinya suatu tindak pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses 
penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.19 Hambatan yang 
dialami oleh Penuntut umum yang pertama adalah Penyidik tidak menahan 
Tersangka. Yang kedua adalah Penyidik dalam membuat berkas perkara tidak 
                                                          
18 Bongbongan Silaban, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Wawancara Pribadi, Kamis 17 
Maret 2016, Pukul 10.00 WIB. 
19 Lihat Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, Surakarta: 
Muhammadiyah University Press, hal. 100. Bahwa Kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan 
dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, 
karena bisa memberikan keterangan saksi yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima 
alat bukti yang sah lainnya. 
      Lihat juga Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit., hal. 112. Bahwa alat 
bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada 
perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian 
perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. 
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cermat. Yang ketiga adalah tempat tinggal saksi jauh. Dan yang keempat 




Pertama, pada pertimbangan Kepolisan, untuk membuktian terkait 
dengan dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan dilakukan dengan 
melihat olah TKP dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta melihat 
dari pemenuhan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada Tersangka. 
Pertimbangan Kejaksaan melalui Penuntut Umum dalam menangani suatu 
perkara melakukan penelitian dengan cara menyesuaikan antara Sket TKP 
dan BAP. 
Kedua, pada pertimbangan Hakim aspek yang diperhatikan oleh 
Hakim dalam memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas adalah kronologi 
yang ada dalam surat dakwaan, unsur-unsur pasal yang diancamkan pada 
Terdakwa, keterangan yang diberikan oleh saksi dan Terdakwa serta barang 
bukti yang diajukan ke persidangan.  
Ketiga, hambatan Aparat Penegak Hukum Dalam Memproses 
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang 
Karena Kealpaan, yakni di domisani oleh hal yang berhubungan dengan saksi 
dan tersangka.  
Saran 
Pertama, bagi Aparat Penegak Hukum, sebaiknya harus lebih teliti 
lagi dalam memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas. 
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Kedua, bagi Masyarakat, sebaiknya masyarakat tidak takut apabila 
dijadikan sebagai saksi oleh Penyidik Kepolisian dalam proses penyelesaian 
perkara kecelakaan lalu lintas. 
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